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KATA PENGANTAR 

 
Puji syukur kami panjatkan Kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas kebaikannya 

sehingga laporan Pelaksanaan Pengaduan Masyarakat ini dapat diselesaikan. 

Penanganan Pengaduan Masyarakat dilaksanakan untuk menampung aspirasi 

masyarakat untuk turut andil dalam perwujudan PPN Pemangkat untuk menjadi lebih 

baik. 

Laporan ini disusun dalam rangka memberikan informasi tentang pelaksanaan 

kegiatan dalam rangka implementasi Penanganan Pengaduan Masyarakat di Pelabuhan 

Perikanan Nusantara Pemangkat, serta memuat hambatan dan permasalahan yang 

dihadapi sebagai bahan evaluasi dan perbaikan. 

Disadari bahwa terdapat kekurangan dalam laporan ini, maka kritik dan masukan 

yang bersifat membangun sangat diharapkan. Akhirnya atas komitmen dari semua 

pegawai dan para pemangku kepentingan dalam melaksanakan Pengaduan Masyarakat 

di PPN Pemangkat, kami ucapkan terima kasih. 



BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 
I Latar Belakang 

 
Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat sebagai salah satu Unit Pelaksana 

Teknis lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, Kementerian Kelautan dan 

Perikanan, senantiasa berkomitmen untuk mendukung pelaksanaan Whistle Blowing 

System (WBS) secara baik dan maksimal dalam rangka mewujudkan Pembangunan 

Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) di Lingkungan PPN Pemangkat. 

Pengaduan adalah salah satu bentuk pelayanan masyarakat yang dilakukan 

oleh pegawai dari internal suatu instansi yang mencakup dugaan pelanggaran: 

1. Penyalahgunaan wewenang; 

2. Pelanggaran disiplin pejabat/pegawai; dan/atau 

3. Hambatan dalam pelayanan kepada masyarakat 

4. Tindak pidana korupsi, kolusi, dan nepotisme, yang dilakukan oleh 

Pejabat/Pegawai di lingkungan Kementerian. 

Pelaksanaan Pengaduan masyarakat adalah dengan menerima dan 

menindaklanjuti setiap laporan oleh pelapor dalam hal ini adalah yang mengadu oleh 

Tim Penanganan Pengaduan lingkup PPN Pemangkat. Pihak yang mengadu adalah 

stakeholder yang merasa kurang nyaman terhadap suatu kejadian pada pelayanan 

yang dilakukan oleh penyelenggara pelayanan. 

 

 
II. Dasar Hukum 

 
1) Undang-undang No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas undang- 

undang No.31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 

2) Undang-Undang No. 28 tahun. 1999 tentang Penyelenggaraan Negara 

yang bebas Kolusi, Kopupsi dan Nepotisme 

3) Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban 

4) Instruksi Presiden RI No. 5 tahun 2004 tentang percepatan 

pemberantasan korupsi. 



5) Peraturan Pemerintah Nomor 68 tahun 1999 tentang Tata Cara 

Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara. 

6) Peraturan Menteri Kelautan Nomor: 45/KEPMEN-KP/ 2023 tentang Tim 

Penanganan Pengaduan Kementerian Kelautan Dan Perikanan. 

7) Peraturan Menteri Kelautan Nomor: 56/PERMEN-KP/ 2020 tentang 

Penanganan Pengaduan Di Lingkungan Kementerian Kelautan Dan 

Perikanan. 

 
III. Tujuan 

1. Sebagai bahan evaluasi dalam pengelolaan penanganan pengaduan 

masyarakat lingkup PPN Pemangkat 

2. Meningkatkan upaya pencegahan bagi pegawai lingkup PPN Pemangkat 

Atas pelanggaran sebagai berikut: 

1) penyalahgunaan wewenang; 

2) pelanggaran disiplin pejabat/pegawai; dan/atau 

3) hambatan dalam pelayanan kepada masyarakat 

4) tindak pidana korupsi, kolusi, dan nepotisme, 

3. Meningkatkan kualitas pelayanan yang ada di PPN Pemangkat. 
 

 
IV. Ruang Lingkup 

Ruang Lingkup laporan ini adalah kegiatan pengaduan oleh stakeholder 

PPNPemangkat dan dugaan pelanggaran meliputii: 

1. penyalahgunaan wewenang; 

2. pelanggaran disiplin pejabat/pegawai; dan/atau 

3. Hambatan dalam pelayanan kepada masyarakat 

4. Tindak pidana korupsi, kolusi, dan nepotisme,di lingkungan PPN Pemangkat 



V. Sarana Pengaduan 

 
Pada Pelabuhan Perikanan Pemangkat pengaduan oleh masyarakat dapat 

disubmit melalui : 

1. Kotak Pengaduan 

2. Website www.lapor.go.id 

3. Email : ppnpemangkat75@gmail.com 

4. Nomor telepon 0562 242066 

5. Nomor whatasapp 081370875716 
 

 
VI. Mekanisme Pengaduan 

 
Mekanisme pengaduan masyarakat pada Pelabuhan Perikanan Nusantara 

Pemangkat terlampir pada lampiran. 

 
VII. SDM Penanganan Pengaduan 

 
Telah dilakukan sosialisasi tentang pengaduan masyarakat melalui apel pagi, , 

media sosial facebook dan twitter, dengan substansi terkait sop penanganan pengaduan 

masyarakat sehingga pegawai PPN Pemangkat telah memahami penanganan pengaduan 

masyarakat. Tim SDM penanganan pengaduan masyarakat di PPN Pemangkat sudah 

ditunjuk melalui SK Tim UPG DJPT Kep Dirjen PT Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Tim 

Penanganan Pengaduan Unit Kerja Eselon 1 dan Unit Pelaksana Teknis Lingkup 

Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap. 

http://www.lapor.go.id/
mailto:ppnpemangkat75@gmail.com


BAB II 

TINDAK LANJUT SARAN DAN EVALUASI LAPORAN 
SEBELUMNYA 

 
Sebagai tindak lanjut saran dan evaluasi dari laporan Pengaduan Semester II tahun 

2024 tentang : 

1. Perbaikan fasilitas secara berkala dan penambahan fasilitas sesuai 

dengan rencana strategis 

Maka, pada periode semester I tahun 2025, telah dilakukan tindaklanjut sebagai berikut : 

1. Perbaikan fasilitas secara berkala dalam rangka memberikan pelayanan 

kemudahan aktivitas operasional pelabuhan perikanan 



BAB III 
PELAKSANAAN KEGIATAN 

 
Media penyampaian pengaduan di lingkungan PPN Pemangkat terdapat 

kotak pengaduan, SMS Pengaduan, Website LAPOR dan Email Pengaduan 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 



 
 



Pengaduan masyarakat baik pengaduan masyarakat yang bersifat umum maupun 

Whistle Blowing System dapat diakses oleh pegawai dan masyarakat melalui laman: 

1. http/www.lapor.go.id 

2. https://whistleblower.kkp.go.id/ 

selain media elektronik, pengaduan dapat dilakukan secara langsung kepada Tim 

Penanganan Pengaduan PPN Pemangkat atau melalui media pengaduan seperti kotak 

pengaduan, dan melalui Email Pengaduan: ppnpemangkat75@gmail.com. 

Pengaduan sekurang-kurangnya memenuhi unsur sebagai berikut: 

1) What: Perbuatan berindikasi pelanggaran yang diketahui. 

2) Where: Dimana perbuatan tersebut dilakukan. 

3) When: Kapan perbuatan tersebut dilakukan. 

4) Who: Siapa saja yang terlibat dalam perbuatan tersebut. 

5) How: Bagaimana perbuatan tersebut dilakukan (modus, cara, dsb.) 

http://www.lapor.go.id/
mailto:ppnpemangkat75@gmail.com


Berikut rekapitulasi pelaporan Pengaduan Pada PPN Pemangkat Periode 

Semester I 2025: 

 

 

 
No. 

 
Media 

Pelaporan 

 
Nama 

Pelapor 

 

 
Tanggal 

Jenis Tindakan 

atau Dugaan 

Pelanggaran yang 

Dilaporkan 

 
Tindak lanjut 

Laporan 

 
 
 

 
1 

 
 
 

 
Website : 
Lapor.go.id 

 
 
 

 
Sapraidi 

 
 
 

 
Maret 
2025 

 

 

Permohonan 

Perbaikan 

Dermaga Kayu 

Dari pengguna 

Jasa karena 

Mengganggu 

Aktivitas 

Operasional 

Saat 

dilakukannya 

tambat dan 

labuh kapal 

berlabuh. 

 
 

 

Telah dilakukan 

Perbaikan Dermaga 

Kayu, sehingga 

operasional aktivitas 

kapal saat tambat 

dan labuh berjalan 

aman dan lancar. 



 

 
No. 

 
Media 

Pelaporan 

 
Nama 

Pelapor 

 

 
Tangg 
al 

Jenis Tindakan 

Dugaan 
 

Tindak lanjut 

Laporan Pelanggaran yang 

Dilaporkan 

 
 

 
 
2 

 

 
 
 
Website : 

Lapor.go.id 

 
 
 

 
Rahasia 

 
 
 

 
27 Mei 
2025 

 

 
Permohonan 
perbaikan segera 
pada titik-titik 
kerusakan untuk 
menjamin 
keselamatan dan 
kelancaran pelayanan 
di pelabuhan. 
Prioritas perbaikan 
meliputi:  
1. Penggantian papan 
kayu yang rusak.  
2. Pengecekan dan 
perkuatan struktur 
bawah dermaga.  
3. Pemeliharaan rutin 
untuk mencegah 
kerusakan lebih 
parah. 

 

 
Telah dilakukan 
prioritas perbaikan 
meliputi:  
1. Penggantian 
papan kayu yang 
rusak.  
2. Pengecekan dan 
perkuatan struktur 
bawah dermaga.  
3. Pemeliharaan 
rutin untuk 
mencegah 
kerusakan lebih 
parah. 

      
      

      



BAB IV 
KESIMPULAN DAN SARAN 

 
I. Kesimpulan 

 
Dari hasil evaluasi penerapan Pengaduan di Pelabuhan Perikanan Nusantara 

Pemangkat pada Semester I 2025, terdapat dua pengaduan yang disampaikan 

diantaranya, dimana kedua permohonan pengaduan terkait Permohonan Perbaikan 

Dermaga Kayu Dari pengguna Jasa karena Mengganggu Aktivitas Operasional Saat 

dilakukannya tambat dan labuh kapal berlabuh. Hal ini telah ditindaklanjuti dengan 

melakukan Perbaikan Dermaga Kayu dari pengguna jasa, sehingga operasional 

pelabuhan jadi semakin lancar. 

II. Saran 

 
Internalisasi dan perbaikan fasilitas terus diupayakan sebagai upaya untuk 

meningkatkan kualitas pelayanan dan perbaikan pelayanan di PPN Pemangkat. 



MEKANISME & SOP PENGADUAN 

 

 



SK TIM UPG 2025 
 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  


